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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang
Pemerintah sedang mengupayakan tentang peningkatan pelaksanaan 
pembangunan nasional antara laju pembangunan kota dan desa semakin seimbang 
dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapkan pada persoalan seperti 
ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa. 
Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka 
pembangunan nasional dan pembangunan daerah karena terkandung karena 
terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh 
secara langsung kepentingan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan mereka (Putra dkk.,2013). 
Masalah yang dihadapi di Desa Palengaan Laok yaitu kemampuan 
manejerial aparat desa dalam mengelola keuangan masih kurang transparansi 
dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya terlihat, masih ada simpang 
siur dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), 
sehingga berdampak kepada pelaksanaan implementasi kebijakan APBDesa, 
partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan 
masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum 
sepenuhnya maksimal. 
Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 
10). BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
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2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan 
kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, 
belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. (Undang-undang No 6 
Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). 
Dari anggaran tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, 
pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang 
sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan penetapan dan 
pelaksanaanya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai 
kebutuhan yang berkembang dimasyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan 
melibatkan 3 komponen yaitu masyarakat, eksekutif, dan legislatif, seharusnya dalam 
setiap tahapan penganggaran, penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak 
lebih banyak dampak positifnya dari pada negatifnya, lebih dimungkinkan 
tercapainya pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, karena 
tingginya partisipasi memungkinkan semakin banyaknya prefensi masyarakat desa 
yang bisa diakomodasi oleh anggaran. (Rinusu:2003). 
Penganggaran desa perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam ketentuan umum, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri NO 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, 
dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) 
disusun dalam priode 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan 
desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan satuan program Satuan 
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Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, 
disertai dengan rencana kerja. (Permendagri No 114 Tahun 2014). 
Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemamfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan. Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang 
terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta 
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. (Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1).  
Implementasi kebijakan pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 
sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Rifqi (2012), yang membahas tentang 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangkobar Kabupaten 
banjarnegara tentang APBDesa Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriftif analisis yaitu, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada 
pada masa sekarang dengan menggumpulkan data yang kemudian disusun dan 
dijelaskan serta dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan APBDesa pada tahapan penyusunan 
sudah dilalui, kebijakan pada komponen APBDesa meliputi komponen belanja, 
4 
 
 
 
komponen pendapatan dan pembiayaan; dan faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan APBDesa ada faktor sumber daya manusia, faktor 
ketersediaan anggaran dan faktor sarana dan prasarana. 
Selamet (2015) melakukan penelitian yang sama yaitu meneliti tentang 
implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk 
meningkatkan pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg 
Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis domain yang menggunakan pola 
hubungan semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses APBDes 
implementasi kebijakan diadakan di Desa Bandung belum memenuhi prinsip-prinsip 
Good Governance. Dalam hal partisipasi masyarakat, masyarakat tidak terlibat dalam 
proses pembuatan kebijakan pembangunan dan partisipasi masyarakat belum 
dilembagakan sehingga orang tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 
pembuatan kebijakan, dalam hal transparansi, pemerintah desa tidak terbuka untuk 
umum dalam pengelolaan keuangan desa di mana orang tidak memiliki akses untuk 
mengetahui anggaran ukuran dikelola oleh pemerintah desa. 
Penelitian ini ditunjukan untuk menganalisis implementasi anggaran 
pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk meningkatkan pembangunan desa. 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan 
Kabupaten Pamekasan. Bahwa implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) 
yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, serta faktor-
faktor yang mempengaruhi, yang dilihat dari faktor sumber daya manusia dan 
sumber daya dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimana implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa di 
Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tahun 2016? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
APBDesa untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Palengaan Laok 
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tahun 2016? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1) Untuk menganalisis implementasi kebijakan APBDesa yang ada di Desa 
Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tahun 2016. 
2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan APBDesa di Desa Palengaan Laok Kecamatan 
Palengaan Kabupaten Pamekasan tahun 2016. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk digunakan sebagai upaya memberikan dan mengembangkan 
pemikiran bagi pembangunan dessa dan pengembangan ilmupengetahuan 
khususnya berkaitan dengan tugas kepala desa sesuai dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 
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b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber 
informasi dalam penelitian selanjutnya atau pihak yang berminat untuk 
mengadakan studi yang lebih luas dan mendalam mengenai studi kasus 
implementasi kebijakan APBDesa untuk pembangunan desa. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, untuk bahan 
pertimbangan dalam hal pemecahan masalah atau kendala yang berkaitan 
dengan desa atau tugas kepala desa. 
 
